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Menimbang : a.

Mei:gingat : 1.
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d.

WeLIKo,Ta BUKITTINGGI,

bahr'va setiap orang berhak untr-rk berternpat tinggal clanmendapatkan lingkungan hidup yang layak ifr" *rli":U
|ahw1 penyelenggarS?n peningkatan kualitas pemmahan
|umyh clan permukiman kuiruh merupakan tanggungjawab pemerintah KabupatenlKota ueraasarria" pli"t"pu'
lokasi perumahan lqmuh ctan permukiman fnuinuf, yang
clidahtrlui proses pendataan;
bahwa berdasarkan- Pasal '98 ayat (2) Undang_Unclang
Nomor 1 Tahun ZO11 tentang perumahan Oan i<*rr*ur.,
Per"mr-rr*imarr, penetapan lokasi perumahan kumuh danpermukii,an kumr-rh wajib clilakirkan pemerintah craerai:.

hahwa berdasarka* pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c lerlu *o.*i"plra"
Keputusan waliko'La tentang penetapan Lokasi perumahan
Itumuh Dan Permukiman l(umuh.

lldg1s-undang Dasa' Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal28 I-i ayat (t);
Undang-llnclang Nomor A Tahun lgSG tentang
Perrbentukan Daerah otonom Kota Besa-r Dalanr
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas <Iari
Korupsi, Kolusi dan hlepotisme;-

u-ndang-undang Nomor s9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

undang-unda,g Nomor 28 tahur: zaaz tentang Bangunan
Geclung;

undang-undang Nomor 12 rahun 2oog tentang Keuangan
Negara;

3.

4.

5.

6.

7. Undang-Undarrg Nomor
Ferbendaharaan Negara;

L Tahun 2OO4 tenian.g

B. Undang*Undang
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9.

d
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZOO4 rentang
Pemeriksaan pengerolaan dan Tanggung Jawab Keuangai
Negara;

undang-undang Nomor s2 Tahun zoo4. tenta.ngPemerintahan Daerah sebagaiinana. telah beberapa karidiubah terakhir dengau undang-undang uo*or-iz ,rahun

?008 tgntang Perubahan l(eclua elas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun zoo4 tentang pemerintarr** p**rl,rr;

10. ln{ang'urrdang Nomor Bs rahun zao4 tentang
Ferimbangan Keuangan Antara pemerintatr. pusat dai
Pemerintah Daerah;

1 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2AOz
Ruang;

12. Undang-Undang Nornor 11 Tahun
Kesejahteraan Sosiai;

13. undang-undang Nomor Ba 'fatrun 2009 rentang
Perlindungan dan Pengelolaan Linglcungan Hidup; ' a

14" undang-IJndang Nornor L Tahun 2o11 tentang perurnahan
dan l(awasa.n Permukiman;

15. Undang-Undang Nomor lZ Tahun A011 tentarrg
Pembentukan Feraturan perunclang-Undangan;

16. Feraturan Pemerintah Nornor 68 Tahun lggg tentang Tatacara Pelaksanaan peran ,serta Masyarakat 6alam
Fenvelengga-raan Ne gara ;

36 Tahuu 2005 tentang
Nomor 28 tahun 2002

58 Tahun 2005 tentang

tentang Penataan

2009 tentang

2L,

17. Feratrri'an Pemerintah Nomor
Pelaksanaan Undang-Unc{ang
tentang Bangunan Gedung;

18. Feraturan Femerintah Nomor
trengelolaan I{euangan Daerah;

L9. Feraturan Pemerirrtatr iriornor gg rahun zoo1 tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antara pernerintali
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/I(ota; 

r

2A. Peraturan Pemerintah Nomor ls rahun zo10 tentang
Penyelenggaraan Penataan R*qrrg;
Peraturran iMenteri Dalam Negeri Nomor ls rahrur a006tentang Fedoman Fengelolaan I(euangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peratur-an Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun.f2olL tentang perubahan l(erJua
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1g rahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan ft{enteri Dalam Negeri Nomor s3 Tahtrrr zoLL
tentang Fembentukan Pr<lduk Hukum Daerah;

23. Peraturan flaerah Kota Bukittinggi Nomor 0B Tahun 2006
tentang Rencana Pembangurnan Jangka panjang Daerah
(RIUPD) Kota Bukittinggi'fahun 2OO6-2O25;

24. Feraturan Dar:rah l{ota Butrrittinggi l\omor 03 'fahun z00B
tentang Poicok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.

O( Darotrrraa h66n6ft



iIoi

25. Peraturan Daerah Kota, Bukittinggi irlomor 04 Tahun 200gtentang lJrusan pemerintah l(ota Bukittinggi; .

26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nornor 4. Tahun 2o1ztentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bukitrjnggi Tahun ZdtO-eOtS;

27. Peraturan Daerah Kota Bukittirrggi Nomor 21 Tahun z01gtentang Anggaran pendapatan r3erar{a Daerah T,ahur:
Anggaran 2Ot4;

28. Peratrrran walikota Bukittinggi Nomor Bg rahun zolg
lentalg Fenjabaran Anggaran pendapata* dan rehnla
Dae.ah'rahun Anggaran 2or4 sebagaimana telah b-b;;;i;
kali diubah terakhir {engan 

peraturan \Malihota Bulcittinigi
IYomor zG Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga AA;Perahrran walikota Bukittinggi Nomor gB Tahui zolg
tentanq;Fenjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran ZOl4.

29. Peratui'an walikota Rukittinggi Nomor og rahurr za]3.
tentang siandar Biaya pemertntah Kota Bukittinggi ratrtrn
Anggaran zar4; sebagaimana telah beberapa hau aiutal,
terakhir deirgan Peraturan warilcota Bukittinggi Nomor IS
Tahun ZO1S;

SflEMTTT{ISKAtr

h/ienetapkan

KESAl'U

i,:]

T(EDUA

KtrTIGA

I(EEMPAT

Menetapkan Lokasi Lingktrngan penlu:ahan clan perrutr.trqinran
Kum.uh di Kota tsukittinggr sebagairnana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dei.ri Kepur.rr,*un
Walil<otar ini.
Lokasi Lingkungan Perumahan dan permukiman lrrr'rmuh cli
!{ota Eukittinggi sebagaimana tercanturn dalam lampiran
keputusan ini rnemer'lukan penanganan untuk peningkatan
kualitas sarana prasarana, kehicl*pan dan p*"ghfrop";
masyarakat yang tinggal di linglcungan penimatian dar.
permukiman tersebut;
Lokasi Lingkr,rngan Perumahan Dan permukiman Kr,rmuh c1i
K9t1 Bukittinggi ditetapkan sebagai dasar pen]ru$Llnan Rencana
Aksi Peningkatan Ktralitas Ferumahan l(umuh-Dan permutreiman
Kumuh di Kota Butr<ittinggi, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung program Nasional
Pengentasan Permukiman Kpmuh, termlsuk ?*l*ro. hal ini
Target Nasional Permukirnur, t'*rrpa l(umuh;

!,oi<asi Lingkr-rngan Ferumahan Dan permukiman l(trmuh diI{ota Bukittinggi meliputi sejuml{r z (dua) Iokasi, cli 1 fsatujkecamatan, dengan luas total sebesar 3o,6 (dga puluh i<oma
enam) hektar;

Peniabaran mengenai Daftar Lokasi Lingkungan perumahan
Dan Permukiman l(umuh di Kota Bukittinggi diiinci lebih lanjut
dalam Lampiran I serta peta sebaran lokasi t ingkun{an
Perumahan Kumuh Da' permulciman Kumuh oi l6t"
Bukittinggi dirinci lebih lanjut dalam Lampiran [I, dimana kerlua
lampiran tersebu-t merupakan bagian )'ang tidak terpieahkan
dari Keputusan Walikota ini;

KELIMA



KEENAM

KEIUJUH

Berdasarkan Penetapan' Lokasi Lingkrrngan perumahan Dan
Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi ini, inaka pemerintah
Daerah berkornitmen untuk unhrk melaksanakan peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh Dan permukiman Kumuh se""r,
tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, be6ama-
sama Femerintah Provinsi dan Pemerintah R.rsat;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Bukittinggi
: t$Scgtuntw zow

UTAS,EKOTA EUKIT?ESGGI,

Tembusae : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Dirjen Cltta Karga Kementerian Pekerjaan Umum di Jalcarta;
2. Grbernur $umatera Barat di Padang;
3, Kepala Dinos.Prasaranfr Jalan, Tata Ruang d.an Pemukiman Prouinsi Sumatcr"a Barat di Padang;
4. Kepalo Inspelrtorat Daerah Kota hkittinggi di Bulcittinggi;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota &tkitting gi;



Nomor
Tanggal

LQg{A'sX T,EffiGKE IIGAff PEE{IEfiASIAIS DAS,P&RnfiE E{IIWA$I KITMI ES

DI KOTA tsT'K[TTIilGGiT

I,AMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKO?A BUKITTINGGI

188.4s- 3OO -2014
19 Sef&{il$oh 2CI14

so. ITAI[.8 L{}KASS I(ELT'R"&TIAS KE{CASIATAN I"UAS
{Ha}

KOOHDIISAT ?TSGX{Af
I(&KUMT'}IAStlstralsG EUJIIR

.L Aur Tajungka$g
Tengah Sawah

Aur Tajungkang
Tengah Sawah

Guguak Panjang 8,48 0o1g' 29,779" Lg L4O"22', 23,353' BT
ir,.

Kumuh berat

4 Pakan Kurai Pakan Kurai Guguak Panjang 22,L2 oo18' 14,135', LS 140"22', 35,204' BT Kumuh berat



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKTTTTNGGI

: 188,45 - 3o(, - 2014

' [9 $cgtcrnbcn iaiq

PE,TA SEBARAIS LOKASI LINGKUITGAH PERUNf,AHJTN KUMUH DAN
PERITIUXIMAII KUMUH DI KOTA BUKITTIITGGI

Nomor
Tanggal


